BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Kajian dan fokus penelitian ini adalah tentang efektivitas mediasi dalam
proses penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Bangil. dalam bab
sebelumnya telah dijawab secara komprehensif apa yang diutarakan dalam
rumusan masalah yang menjadi titik pembahasan. Dalam bab-bab
sebelumnya juga terdapat uraian sekaligus jawaban secara transformatif
tentang question dari rumusan masalah. Berikut kesimpulan ringkas dari
pembahasan skripsi ini :
1. Pelaksanaan mediasi dalam proses beracara di Pengadilan Agama Bangil
memberikan sebuah kesimpulan sebagai berikut:
a) Waktu proses mediasi rata-rata hanya dijalankan 15 menit dengan
satu kali pertemuan dan atau dua kali dalam jenjang waktu 14 hari;
b) Mediator tidak diambil dari mediator murni namun meminjam
tenaga hakim sebagai hakim mediator. Walaupun apabila kita
merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008
Pasal 9 Nomor 3 langkah ini diperbolehkan;
c) Pelaksanaan mediasi hanya dilakukan oleh Pengadilan Agama
Bangil hanya pada perkara contensius dan harus dihadiri oleh kedua
belah pihak. Apabila hanya dihadiri salah satu pihak maka proses

mediasi tidak diadakan.
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d) Tingkat keberhasilan mediasi yang diselenggarakan oleh Pengadilan
Agama Bangil sangat minim.

4. Analisis efektivitas mediasi dalam penelitian menunjukkan bahwa
penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Bangil cukup
berjalan efektif. Kongklusi ini dilandaskan pada temuan lapangan
tentang hasil prosentase tingkat keberhasilan mediasi dalam
penyelesaian sengketa Waris selama empat tahun yaitu mulai tahun
2010 sampai juni 2014. Peneliti mengambil sampel selama 4 tahun
dengan Hasil bahwa prosentase tingkat keberhasilan mediasi dalam
proses penyelesaian sengketa wris di Pengadilan Agama Bangil
hanya mencapai 4% karena dari 4 perkara yang masuk meski harus
berlanjut ke proses litigasi akan tetapi Mediator sudah berhasil
mengupayakan damai dalam hal 1. Penentuan ahli waris 2.
Penentuan tirkah 3. Penentuan siham dari masing-masing ahli

waris.

B. Saran-saran
1. Mediasi dalam proses beracara di pengadilan yang bersifat impresif
adalah terobosan inovatif. Selain itu integrasi dari mediasi dengan
prosedur beracara adalah hal yang pakem. Peraturan ini seharusnya lebih
jeli lagi diatur dengan memperhatikan instrumen pendukung atau alat
bantu guna tercapai apa yang diharapkan. Mengerucut dengan

dikeluarkanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008
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Tentang Prosedur Mediasi, Mahkamah agung seharusnya lebih
memperhatikan hal-hal kecil namun berdampak besar seperti terciptanya
instrumen pendukung, misalnya, tentang peran mediator yang vital di
Pengadilan Agama Bangil, walaupun secara tertulis dibenarkan dalam
perarturan mahkamah agung Pasal 9 Nomor 3 bahwa hakim dapat
menjadi mediator tetapi hal tersebut dapat menjadikan cita-cita
perdamaian sebuah mediasi tidak tercapai. Jika Mahkamah Agung
memperhatikan fungsi mediator yang vital dengan menjamin supply
tenaga mediator independent (yang tidak merangkap sebagai hakim)
serta memiliki kompetensi dengan legalitas sertifikasi sehingga fokus
pada proses mediasi guna mendamaikan para pihak, dan menekan angka
penumpukan perkara akan segera tercipta;

2. Selain merancang dan membuat peraturan pemerintah dan atau
Mahakamah Agung seharusnya mengontrol bagaimana eksistensi
hukum, peraturan dan perundang-undangan itu dilaksanakan sampai
pada teknis yang detil. Semisal harus ada audit atau laporan dari
lembaga pengadilan ke institusi atasnya yaitu Mahkamah Agung
tentang perkara yang berhasil dan gagal dimediasi, agar dijadikan alat
evaluasi pembenahan;

3. Hakim yang menjadi mediator bukan pilihan primer sebagai mediator.
Pemerintah seharusnya lebih cerdas mewacanakan tentang profesi
mediator yang profesional, yaitu mediator yang telah mengikuti

pelatihan, fraining, dan seminar. Dengan fenamena ini pemerintah dapat
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membuka pendidikan akademik kejurusan khusus untuk kaderisasi para
mediator muda;

4. Fenomena hakim mediator atau hakim yang sekaligus menjadi mediator
seharusnya lebih diperhatikan kembali oleh Mahkamah Agung dimana
dalam peraturan yang tertulis menyebutkan bahwa mediator yang
diambil dari hakim mediator tidak dipungut biaya. Namun melihat
fungsinya yang begitu besar dan tangung jawab yang tidak mudah
seharusnya Mahkamah Agung meberikan suatu pointcounting sebagai
apresiasi jasa besar dalam pendamaian para pihak.

5. Seluruh aspek yang terkait baik secara langsung maupun tidak harus
memberikan sosilasi secara maksimal terhadap pentingnya mediasi
dalam menyelesaikan sengketa, sehingga masyarakat tahu tentang
manfaat mediasi, jika demikian maka diharapkan tingkat efektivitas

mediasi akan mengalami kenaikan.





